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ABSTRAK

Penelitian skripsi berjudul “Eksistensi Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Birokrasi No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Mal
Pelayanan Publik di Kota Batam”, membahas tentang keberadaan dan
pelaksanaan dari Peraturan Menteri PANRB tentang penyelenggaraan Mal
Pelayanan Publik di Kota Batam. Dengan adanya MPP di Kota Batam merupakan
suatu solusi bagi integrasi layanan perizinan dan non perizinan di satu gedung
yaitu MPP Batam, karena selama ini mengurus perizinan di Batam termasuk
salah satu permasalahan yang rumit, dimana harus mengurus perizinan di
beberapa lembaga yang berbeda tempat dan lokasi, serta tidak adanya kepastian
waktu. Namun dengan ada nya MPP, semua layanan baik perizinan dan non
perizinan terintegrasi berada di satu gedung yang sama.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan teknik penelitian
studi lapangan yang dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik Kota Batam. Studi
lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara kepada
lembaga/instansi yang bersangkutan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif
analisis, bertujuan menggambarkan serta menjelaskan eksistensi dan pelaksanaan
Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaran Mal
Pelayanan Publik di Kota Batam. Dalam menganalisa data dari hasil penelitian ini
dilakukan dengan mengolah data primer, sekunder dan tersier, selanjutnya
dianalisa secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan yang
menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Menteri
PANRB No. 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan MPP di Kota Batam telah
menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat kota Batam. Serta Peraturan Menteri
PANRB tentang penyelenggraan Mal Pelyanan Publik telah berhasil dilaksanakan
di Kota Batam dan dapat dikatakan pemerintanan Kota Batam sebagai
pemerintahan yang baik (good governance) karena telah menyelenggarakan MPP
sesuai konsep siyasah syar’iyah. Dengan adanya MPP memberikan kemudahan
dalam mendapatkan pelayanan baik perizinan maupun non perizinan di Kota
Batam.

Kata Kunci : eksistensi, good governance, siyasah syar iyah
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MOTTO

Hidup hanya sekali, tak tahu kapan akan kembali.
Apa yang hendak dikejar di dunia ini? Selain ridho sang llahi, maka

persiapkanlah bekal sebaik-baik bekal, untuk hidup yang abadi.
®

Dunia hanya tempat perjalanan menuju akhirat kelak.
(Maka sebaik-baik manusia yang tinggal di dalamnya ialah yang

menebar manfaat bagi lainnya. (H.R. Ahmad))
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yang selalu menyayagiku, mendoakanku dan yang selalu menerima

segala kekurangan ku.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik

0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Indonesia Nomor: 158/1987 dan

HurufArab | Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif Tidak dilambangkan

o Ba’ B Be

< Ta’ T Te

& sa’ § s (dengan titik di atas)

z Jim J Je

C H&’ h Ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha’ Kh Kdanh

> Dal D De

3 7al 7z Z (dengan titik di atas)

B Ra’ R Er

3 Za’ z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Es dan ye

P Sad S Es (dengan titik di bawah)
P Dad d De (dengan titik di bawah)




A

L G

(G

7y’
‘Aln
Gain
Fa’
Qaf
Kaf
Lam
Mim
Nin
Wawu
Ha’
Hamzah

Ya’

Te (dengan titik di bawah)
Zet (dengan titik di bawah)
Koma terbalik ke atas

Ge

Ef

Qi

Ka

3

el

3

cm
‘en
W
Ha
Apostrof

Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

Ditulis

Ditulis

Muta’addidah

‘iddah




Ta’ Marbitah di akhir kata
1. Bila ta’ Marbiitah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan

sebagainya.
FRL Ditulis hikmah
LR Ditulis Jizyah

2. Bila ta’ Marbutah diikuti dengan kata sandang “a/’ serta bacaan kedua

itu terpisah, maka ditulis dengan h

BRENEEES Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ Marbitah hidup dengan hdrakat fathdah, kasrah dan dammah

ditulis t

kil 385 Ditulis Zakdt al-fitr

Vokal Pendek

Jathah

Ditulis A
Kasrah o

Ditulis I
dammah L

Ditulis u

Xi



E. Vokal Panjang

. fathah+alif Ditulis A
Aals Ditulis Jahiliyyah
) fathah+ya’ mati Ditulis A
(ol Ditulis Tansa
3 Kasrah+ya’ Mati Ditulis I
A R Ditulis Karim
A dammah+wawu mati Ditulis U
a3 Ditulis furid

F. Vokal Rangkap

. fathah+ya’ mati Ditulis Al

& Ditulis bainakum
) fathah+wawu mati Ditulis Au

J38 Ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof (“)

1 | A& Ditulis a’antum
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Ditulis

La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila kata sandang4/if+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al.

(jjs'ﬂ

ol

Ditulis

Ditulis

Al-Qur’an

Al-Qiyas

2. Bila kata sandang Alif+Lam diikuti

menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan

huruf | (el)-nya.

Syamsiyyah ditulis dengan

Ll

Al

Ditulis

Ditulis

as-Sama

as-Syams

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi
pengucapannya.

a4l 5 ed Ditulis Zawi al-furiid

AL Jal Ditulis ahl as-Sunnah
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K. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

Hidayah, Mizan.
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KATA PENGANTAR
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g W Cpaan]

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah memberikan
nikmat islam, memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya, yang memberikan
segala karunia-Nya dalam menjalankan kehidupan, serta yang selalu memberi
kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan. Semoga Kita senantiasa dalam
lindungan-Nya dan berada di jalannya yang lurus dan benar. Shalawat dan Salam
semoga dilimpahkan kepada junjunan alam, Nabi Muhammad SAW sebagai suri

teladan dan sebagai pencerah kehidupan manusia.

Alhamdulillah, atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan
skripsi yang berjudul “Eksistensi Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam”, sebagai karya ilmiah
untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.
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bimbingan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis
mengucapkan terima kasih kepada:

1.  Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para pendiri (the founding fathers) Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) telah mengamanatkan arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan
yang telah tertuang dalam pembukaan (preambule) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada alinea ke-empat. Diantara
tujuannya adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan Kkesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai salah satu
tujuan penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan memajukan kesejahteraan
umum, maka dapat diwujudkan dengan pelayanan publik (publik service) yang
baik oleh Pemerintah.! Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa

dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik.?

Dikarenakan pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik
untuk mencapai  kesejahteraaan umum. Pemerintah melalui  Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya

! Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dalam
konsideran a.
2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat 1.



disebut dengan Menteri PANRB, mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB No.
23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Mal Pelayanan
Publik merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan
pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang
merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta
pelayanan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam
rangka menyediakan pelayanan cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.?
Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dalam penyelanggaran pelayanan publik
semakin mudah, cepat dan nyaman karena terintegrasi dalam satu gedung yang

disebut dengan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Dibeberapa daerah Indonesia, sudah terdapat daerah-daerah yang
melaksanakan Peraturan Menteri PANRB tersebut dengan menyediakan fasilitas
tempat atau dengan membangun Mal Pelayanan Publik. Sebagian sudah
dioperasikan dan dijadikan sebagai percontohan, diantaranya MPP Jakarta, MPP
Surabaya, MPP Denpasar serta MPP Batam. Dan termasuk beberapa daerah yang
masih dalam tahap penyelenggaraan serta pengoperasian Mal Pelayanan
Publiknya, sesuai Keputusan Menteri PANRB No. 11 Tahun 2018 tentang
Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, 11 lokasi diantaranya
yaitu di Kota Padang (Sumbar), Kota Palembang (Sumsel), Kota Pekanbaru
(Riau), Kota Denpasar (Bali), Kota Makassar (Sulsel), Kota Samarinda (Kaltim),

Kota Mojokerto (Jatim), Kota Tangerang (Banten), Kabupaten Badung (Bali),

¥ peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaran Mal Pelayanan Publik , Pasal 1 ayat 1.



Kabupaten Sidoarjo (Jatim) dan Kabupaten Banyumas (Jateng).® Dalam
pelaksanaannya menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik diberbagai daerah di
Indonesia, tentunya tidak lepas dari peran dan fungsi pemerintah daerah masing-
masing. Pemerintah memiliki fungsi yaitu, pertama fungsi primer atau fungsi
pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan
layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi
sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara
pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.® Peran pemerintah daerah
sebagai penyedia pelayanan publik diarahkan pada visi sebagai pengarah,
penggerak, fasilitator dalam penyediaan pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan
orientasi dan peran aktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi

masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik.®

Menyadari adanya fungsi pelayanan, dan seiring dikeluarkannya peraturan
Menteri PANRB No. 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik, maka Pemerintah Kota Batam didukung oleh beberapa instansi lainnya,
menyediakan sebuah gedung beserta fasilitasnya sebagai tempat penyelenggaraan
pelayanan publik atau yang disebut dengan Mal Pelayanan Publik. Dengan
dikeluarkannya Peraturan Menteri PANRB ini, merupakan salah satu solusi bagi

integrasi layanan perizinan di Batam, karena selama ini mengurus perizinan di

* Yusran Yunus “Tahun ini Pemerintah Operasikan 11 Mal Pelayanan

Publik,”http://kabar24.bisnis.com/read/20180117/15/727707/tahun-ini-pemerintah-operasikan-11-
mal-pelayanan-publik”, akses 20 oktober 2018.

® Talidizuhu Draha, Ilmu Pemerintahan Jilid |, (Jakarta : Rineka Cipta , 2001), him. 85.
® Sahya Anggara, llmu Administrasi Negara : Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam
Upaya Menciptakan Good Governance (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), him. 569.


http://kabar24.bisnis.com/read/20180117/15/727707/tahun-ini-pemerintah-operasikan-11-mal-pelayanan-publik
http://kabar24.bisnis.com/read/20180117/15/727707/tahun-ini-pemerintah-operasikan-11-mal-pelayanan-publik

Batam termasuk salah satu permasalahan yang rumit dan berbelit. Terlihat latar
belakang Batam mulai dikembangkan sejak tahun 1970-an. Batam mulai
dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan
gas bumi oleh Pertamina. Kemudian berdasarkan Kepres No. 41 tahun 1973,
pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama
Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau sekarang dikenal dengan Badan

Pengusahaan Batam (BP Batam).’

Batam telah berkembang menjadi pusat industri, perdagangan, alih kapal
(transshipment) dan pariwisata di kawasan Asia Tenggara. Seluruh proses
perizinan investasi telah dilakukan dibawah satu atap yaitu di Batam Industrial
Development Authority (BIDA) atau Badan Otorita Pengembangan Industri
Batam. Tetapi dengan diberlakukannya Otonomi Daerah dengan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, maka Batam di kelola oleh Pemerintah
Kotamadya Batam. Dengan hadirnya daerah otonom vyaitu Kota Batam
menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota Batam (Pemko
Batam) dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Eksistensi kedua
kelembagaan tersebut yang didukung oleh substansi hukum dan struktur yang

berbeda membuat pelaksanaan kebijakan pengelolaan Batam tidak harmonis.®

7 “Sejarah Batam”, https://bpbatam.go.id/pages/read/410-sejarah-batam, akses 23 oktober
2018.

8 Jihad Fadhil Mudhoffar “Penerapan Otonomi Daerah Kota Batam”
http://beacukaisatutujuh.blogspot.com/2018/01/jihad-fadhil-mudhoffar-1-7-22-otonomi.html,
akses 25 Oktober 2018.



https://bpbatam.go.id/pages/read/410-sejarah-batam
http://beacukaisatutujuh.blogspot.com/2018/01/jihad-fadhil-mudhoffar-1-7-22-otonomi.html

Kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam kerap merepotkan para
pengusaha dan calon investor, terutama dalam hal pengurusan perizinan. Kondisi
ini dituding sebagai penghambat nomor satu pertumbuhan investasi di
Kota Batam. Padahal Kota Batam bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi
nasional. Mengingat kota Batam merupakan daerah strategis karena berbatasan
langsung dengan Singapura dan Malaysia. Banyak investor lokal maupun asing
yang tertarik untuk berinvestasi di Batam, karena letak geografis Batam yang
sangat memungkinkan. Namun kendala selama ini yang dirasakan investor ialah
masalah perizinan yang begitu rumit dan berbelit-belit.° Dikarenakan pengusaha
dan calon investor harus berurusan dengan dua instansi terkait, yakni BP Batam
dan Pemko Batam. Menurut OK Simatupang, Ketua Asosiasi Pengusaha
Indonesia (APINDO) Batam banyak hal yang dialami dan menghambat lajunya
investasi, karena di samping lama dan lambat, biayanya juga lebih (banyak)
dibanding hanya dilayani satu pintu.’® Seperti diketahui, selama ini baik Pemko
Batam mapun BP Batam sama-sama memiliki sarana Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP). Namun nyatanya para pengusahan dan calon investor masih harus
berhubungan dengan dua pintu pelayanan terpadu. Satu pintu milik BP Batam,
dan satu lainnya milik Badan Penanaman Modal (BPM) Pemko Batam. Selain
permasalahan itu, perizinan dianggap rumit karena banyaknya instansi yang
menyelenggarakan pelayanan publik, lokasi yang berbeda-beda dan banyak

mengeluarkan biaya serta tidak adanya kepastian waktu.

% Suprizal Tanjung “Tumpang Tindih Kewenangan BP-Pemko Batam : Proses Perizinan
rumit‘https://suprizaltanjung.wordpress.com/2016/01/18/tumpang-tindih-kewenangan-bp-pemko-
batam/, akses 25 Oktober 2018.

' Ibid.



Dengan demikian, proses perizinan di Batam yang masih dianggap
berbelit, tentu dibutuhkan solusi tepat untuk mengatasinya demi mewujudkan
pemerintahan yang baik (good governance) dan kemashlahantan di Kota Batam.
Hadirnya Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan
Mal Pelayanan Publik, diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat demi
tercapainya kesejahteraan umum melalui pelayanan publik yang baik, mudah,

cepat dan nyaman di Kota Batam.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk membahas tentang
“Eksistensi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di
Kota Batam”. Dalam meneliti eksistensi peraturan menteri tersebut, peneliti
mengaitkannya dengan teori siyasah syar’iyah yang membahas tentang
kemaslahatan dari eksistensi Peraturan Menteri PANRB tersebut serta
mengaitkannya dengan teori implementasi kebijakan publik untuk mengetahui

sejauh mana pelaksanaannya dalam mempermudah perizinan di Kota Batam.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan

dibahas pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana keberadaan Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam ditinjau
dari teori siyasah syar iyah ?

2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dalam mempermudah
proses perizinan di Kota Batam ditinjau dari teori implementasi kebijakan

publik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut, penelitian ini

memiliki tujuan dan kegunaan yang akan dicapai diantaranya :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk menjelaskan keberadaan Peraturan Menteri PANRB No. 23
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota
Batam ditinjau dari teori siyasah syar’iyah.

b. Untuk menjelaskan pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB No. 23

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dalam



mempermudah proses perizinan di Kota Batam ditinjau dari teori

implementasi kebijakan publik.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini ialah :

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta
bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum tata
negara pada umumnya, dan lebih khusus mengenai masalah eksistensi
dan pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB tentang penyelenggaran
Mal Pelayanan Publik dengan menggunakan pendekatan siyasah
syar’iyah dan pendekatan teori implementasi kebijakan publik

b. Secara praktis, diharapkan dapat menambah wawasan bagi pihak-pihak
yang membutuhkan informasi mengenai keberadaan dan pelaksanaan
dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal
Pelayanan Publik di Kota Batam.

C. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar strata satu

dalam llmu Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk mencegah terjadinya kesamaan dengan penelitian lain, maka perlu
dilakukan telaah pustaka, dengan mencari karya atau penelitian yang sudah pernah
dilakukan yang berkaitan dengan tema skripsi ini. Sehingga terlihat perbedaan

penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian lain sebelumnya.



Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian

relevan dengan skripsi ini. Adapun beberapa penelitian tersebut diantaranya :

Pertama, skripsi oleh Choirina Tien Rosyadi yang berjudul “Implementasi
Pelayanan Publik di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2013”.*' Dalam
penelitian ini dapat disimpulkan hasil penelitiannya, bahwa pelayanan publik
sudah terealisasikan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ditinjau dari teori good
governance dan asas-asas pelayanan publik dalam Undang-Undang No. 25 Tahun
2009 tentang pelayanan publik. Serta yang menjadi kendala menghambat
pelaksanaan pelayanan publik yaitu sumber daya manusia yang belum maksimal
dalam pelaksanaan pelayanan publik. Walaupun sama-sama membahas tentang
keberadaan serta pelaksanaan dari pelayanan publik, yang membedakan penelitian
ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek penelitian yaitu

Mal Pelayanan Publik di Kota Batam.

Kedua, skripsi oleh Lusy Setiowati yang berjudul “Kualitas Pelayanan
Publik Keimigrasian dalam pembuatan Paspor Perspektif Good Governance
(Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta)”.** Dalam penelitian ini membahas

tentang kualitas pelayanan publik Imigrasi dalam melayani pembuatan paspor,

' Choirina Tien Rosyadi, “Implementasi Pelayanan Publik di Dinas Perizinan Kota
Yogyakarta Tahun 2013,” Skripsi jurusan Ilmu Hukum Fakultas syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2013).

2 Lusy Setiowati, “Kualitas Pelayanan Publik Keimigrasian dalam pembuatan Paspor
Perspektif Good Governance (Studi di Kantor Imigrasi Kelas | Yogyakarta),” Skripsi jurusan limu
Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).
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berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, di tarik kesimpulan bahwa kualitas
pembuatan paspor di Imigrasi Kelas | Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip-
prinsip good governance. Perbedaan penelitian Lusy Setiowati fokus meneliti
kualitas pelayanan publik, sementara penulis meneliti tentang eksistensi dan
pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB tentang Penyelenggaran Mal Pelayanan
Publik, juga mengaitkan dengan teori siyasah syar’iyah dan implementasi

kebijakan publik.

Ketiga, skripsi oleh Evi Setyowati yang berjudul “Manajemen Pelayanan
Satu Pintu di Kota Administrasi Jakarta Barat”.* Dalam Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana menghasilkan kesimpulan
belum maksimalnya pelayanan perizinan yang dilakukan oleh kantor Pelayanan
Terpadu Satu Pintu kota administrasi Jakarta Barat, karena masih menemukan
beberapa hambatan. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu dimana penulis
membahas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam, sedangkan Evi

membahas menegenai Manajemen Pelayanan Satu Pintu di Kota Jakarta Barat.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Rita Yuningsih dengan judul “Kualitas
Pelayanan Publik di Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli

di Kota Palu.** Dalam penelitian ini untuk menilai kualitas pelayanan publik di

13 Evi Setyowati, “Manajemen Pelayanan Satu Pintu di Kota Administrasi Jakarta Barat, ”
Skripsi jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas IImu sosial dan llmu Politik Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa (2017).

! Rita Yuningsih, “Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah

Tolitoli di Kota Palu”https://media.neliti.com/media/publications/155865-1D-kualitas-pelayanan-

publik-di-kantor-perw.pdf, diakses pada 02 November 2018.



https://media.neliti.com/media/publications/155865-ID-kualitas-pelayanan-publik-di-kantor-perw.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/155865-ID-kualitas-pelayanan-publik-di-kantor-perw.pdf
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Kabupaten Tolitoli, indikator yang digunakan ialah melihat bukti langsung
(tangibles), dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pada Kantor Perwakilan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli di Kota Palu dilihat dari faktor tangibles
belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari perlunya perbaikan serta
penambahan sarana dan prasarana. Indikator lain yang digunakan ialah daya
tanggap, jaminan dan empati. Perbedaan dengan penulis ialah dalam pembahasan
penulis meneliti pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB tentang penyelenggaraan
Mal Pelayanan Publik dengan menggunakan siyasah syar’iyah dan teori
implementasi kebijakan publik. Sementara Rita Yuningsih meneliti bagaimana
kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tolitoli dilihat dari berbagai indikator

kualitas pelayanan publik.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh ~ Wan Hamdani dengan judul
“Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (KPTSP) Kabupaten Siak”.* Dalam Penelitian ini menganalisis
penyelenggaraan pelayanan dan faktor-faktor yang menyebabkan pelayanan yang
diberikan tidak maksimal pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)
Kabupaten Siak. Hasil penelitian menunjukkan secara umum pelayanan di KPTSP
dapat dikatakan baik dan berjalan dengan lancar meskipun masih ada yang harus
diperbaiki dan masih banyak cara yang berpotensi meningkatan kualitas
pelayanan yang masih belum digali. Sementara perbedaan yang terlihat bahwa
Wan Hamdani hanya fokus pada Penyelenggaraan Pelayanan publik secara umum

di Kabupaten siak, dan penulis meneliti eksistensi dan pelaksanaan Peraturan

> Wan Hamdani, “Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (KTSP) Kabupaten Siak,” Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 4:2 (2013).
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Menteri PANRB mengenai Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, atau tempat
diselenggarakannya pelayanan publik ditinjau dari teori siyasah syar’iyyah dan

teori implementasi kebijakan publik.
E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa landasan teori

sebagai sandaran, diantaranya :
1. Siyasah Syar’iyah

Siyasah Syar’iyah adalah kewenangan penguasa/ pemerintah untuk
melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu pada kemaslahatan melalui
peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak
terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu.*® Dalam siyasah syar’ivah terdapat
pendekatan yang menjelaskan perihal patokan dalam menyusun kebijakan-
kebijakan. Pendekatan dalam pembahasan ini ialah kaidah-kaidah figh yang
dijadikan sebagai pola untuk menentukan berbagai kebijaksanaan politik. Salah

satu diantara kaidah tersebut ialah kaidah :
aladbbdade il e ewi oyl
Tindakan atau kebijaksanaan seorang pemimpin terhadap rakyatnya

tergantung kepada kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud dapat diartikan

sebagai dua pengertian, pertama sebagai tujuan hukum, yakni menjamin

16 Dr. Muhammad Igbal, M.Ag, Figh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,
(Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), him. 6.
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terpenuhinya lima kebutuhan pokok manusia, kedua sebagai salah satu metode

dalam perumusan hukum islam atau sebagai dalil. *’

Dalam hal membahas persoalan siyasah syar’iyah, pembahasan good
governance melekat dalam nilai-nilai siyasah syar’iyah. Karena good governance
adalah masalah jjtihady yang implementasinya diserahkan kepada pihak
pemerintah untuk mengambil kebijakan sekalipun tidak berlandaskan kepada
Alguran dan hadis namun kenyataannya memberikan kemaslahatan kepada
manusia dalam hidupnya.'® Disamping itu, implementasi kebijakan yang diambil
pemerintah tentu sejalan dengan ajaran Islam agar cita-cita good governance
dapat tercapai. Hubungan fikih siyasah dengan good governance terletak pada
sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu negara atau

wilayah.

United Nations Development Program (UNDP) memberikan definisi
good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara
negara, sektor swasta dan masyarakat (society). UNDP mengajukan karakteristim
good governance sebagai berikut:*®

1. Partisipasi (participation)

2. Aturan hukum (rule of law)

3. Transparansi (transparency)

4. Cepat tanggap (responsiveness)

Y Oman Fathurohman, Sw, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: IERPRO, 2018),
him.133.

'8 Dr. H. Muhammadong, M.Ag, Good Governance dalam Perspektif Islam, (Jakarta :
Edukasi Mitra Grafika, 2017) , him. 82.

' Ibid., him. 209.
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5. Berorentasi konsesus (consensus orientation)
6. Berkeadilan (equality)

7. Efektif dan efisien (effectiveness and efficiency)
8. Akuntabilitas (accountability)

9. Visi strategi (strategic vision)

10. Saling ketebukaan (interrelated)

Siyasah Syar’iyah digunakan untuk menganalisis eksistensi dari
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi
No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelyanan Publik di Kota Batam,

apahkah sudah menghasilkan kemashlahatan atau belum

2. Implementasi kebijakan Publik

Implementasi dimaknai dengan beberapa kunci sebagai berikut: untuk
menjalankan kebijakan (to carry out), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana
dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output
sebagaimana  dinyatakan  dalam tujuan = kebijakan  (to  produce),untuk
menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (to complete).
Intinya implementasi merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran
kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran
sebagai upaya mewujudkan tujuan kebijakan.?® Kebijakan publik merupakan alat
untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah untuk

mewujudkan nilai-nilai kepublikan. Proses implementasi sendiri bermula sejak

20 Erwan Agus Purwanto, Ph.D & Dyah Ratih Sulistyastuti,M.Si, Implementasi Kebijakan
Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia,(Yogyakarta: Gava Media, 2012), him. 21.
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kebijakan ditetapkan atau memiliki payung hukum yang sah. Setelah itu tahapan-
tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian mengelola peraturan,
membentuk organisasi, mengerahkan orang, sumberdaya, teknologi, menetapkan
prosedur, dan seterusnya dengan tujuan agar tujuan kebijakan yang telah

ditetapkan dapat diwujudkan.

Dalam islam, terkait pelaksanaan dari sebuah peraturan dibahas dalam
lingkup siyasah dusturiyah tanfidzhiyah. Siyasah dusturiyah sendiri berarti
siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan
dan batasan kekuasaannya, cara pemilihannya (kepala negara), batasan kekuasaan
yang lazim bagi pelaksanaan urusan ummat, dan ketetapan hak-hak yang wajib
bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. 2
Ruang lingkup pembahasan siyasah dusturiyyah terbagi atas beberapa, termasuk
didalamnya bidang siyasah dusturiyah tanfidzhiyah. Tanfidzhiya diartikan sebagai
pelaksanaan, dalam hal ini merupakan politik pelaksanaan perundang-undangan.?
Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan
perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan publik ini, untuk
mengetahui sejauhmana pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun

2017 tentang penyelenggaran Mal Pelayanan Publik di Kota Batam.

2l Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran),
(Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 1999), him. 40.
22 Muhammad Igbal, Figh Siyasah...., him. 14.
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F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis

mengunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini menggunakan
penelitian lapangan (field Research). Dimana data utama diperoleh dari
lapangan, dalam hal ini Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana
penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Penelitian ini akan memaparkan
eksistensi dan pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dengan
menggunakan teori siyasah syar’iyvah dan Implementasi kebijakan
publik, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir.

3. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis-empiris.
Pendekatan  yuridis =~ empiris ~ adalah  penelitian  hukum yang
mempergunakan sumber data yang berasal dari fakta-fakta yang berlaku
dalam masyarakat secara langsung.”?

4. Teknik Pengumpulan Data

2 Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, dualisme penelitian hukum normatif dan empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), him 156
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Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik

pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara
Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal berupa
percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.** Peneliti
melakukan wawancara dengan responden dari Pemerintah Kota
Batam dan Informan dari instansi yang tergabung dalam Mal
Pelayanan Publik untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam
penelitian ini.

b. Observasi
Observasi ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan
pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra
lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.”> Pengamatan
langsung yang dilakukan peneliti terhadap penyelenggaraan Mal
Pelayanan Publik Kota Batam, serta pengamatan lainnya yang
dibutuhkan dalam melengkapi data.

c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen
penting yang di perlukan untuk penelitian seperti catatan harian,

surat-surat, transkip, buku-buku serta catatan lain yang berkaitan

% prof. Dr. S. Nasution, Metode Reserch (penelitian ilmiah), (Jakarta: Pt Bumi Aksara,
2000),hIm. 113.

% Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Social Format-Format Kuantitatif dan
Kualitatif, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), him. 133.
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dengan objek penelitian. 2°

Dokumentasi  diperlukan  untuk
melengkapi data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penelitian
ini. Juga untuk mendapatkan data yang belum diperoleh dari
wawancara dan observasi.

Teknik Penarikan sampel

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang
diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sedangkan teknik
sampling adalah suatu proses menyeleksi porsi dari populasi untuk
dapat mewakili populasi.?” Teknik penarikan sample dalam penelitian
ini  menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini
menggunakan cuplikan atau sample pada informan yang dianngap
lebih mengetahui tentang informasi yang akan diteliti, pilihan sample

diarahkan pada sumber data yang penting yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti.*®

5. Analisis Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta secara
langsung di lapangan dalam hal ini di Mal Pelayanan Publik Kota
Batam, baik dengan wawancara maupun dengan pengamatan. Lalu

penulis menganalisisnya dengan kerangka deduktif-Induktif.

*Ibid., him. 152.

27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), him. 56.

%8 prof.Dr. Nyoman Dantes, Metode Penelitian,(Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012),

him.40-41.
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b. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari buku-buku, literatur, undang-undang,
serta  data yang dapat diakses melalui internet yang tentu

berhubungan dengan penelitian serta sumber lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis
membagi sistematika pembahasan dalam beberapa bab. Adapun sistematika

pembahasan dari penelitian ini :

Bab Pertama terdiri dari tujuh sub bab pembahasan. Pertama, latar
belakang masalah yang berisi tentang penjelasan akademik tentang munculnya
judul penelitian dan menarik untuk diteliti. Kedua, mengenai rumusan masalah
atau pokok permasalahan yang membatasi penelitian agar terfokus pada beberapa
pertanyaan yang akan dijawab pada bab selanjutnya. Ketiga, tujuan dan kegunaan
penelitian untuk mengetahui manfaat dari penelitian yang dilakukan. Keempat,
tinjauan pustaka atau studi pustaka berisi tentang penelusuran terhadap literatur
yang ada sebelumnya dan berkaitan dengan objek penelitian. Kelima, kerangka
teori digunakan sebagai acuan pola fikir untuk menganalisis penelitian. Keenam,
metode penelitian, berupa penjelasan langkah penelitian yang dilakukan. Ketujuh,

sistematika pembahasan mengenai gambaran awal penelitian,

Bab kedua berisi tentang konsep teori yang akan digunakan untuk
membedah permasalahan dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam

penelitian ini adalah konsep siyasah syar’iyah sebagai konsep yang mengacu
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kepada kemaslahatan dalam membentuk tata pemerintahan yang baik (good
governance) dan konsep implementasi kebijakan publik, mulai dari pengertian,
proses implementasi kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik dalam
islam.

Bab ketiga berisi tentang eksistensi dan pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pembahasannya meliputi
penyelenggaraan MPP yaitu deskripsi keberadaan Mal Pelayanan Publik Batam.
Berupa letak geografis, peresmian dan pengoperasian Mal Pelayanan Publik
Batam, fasilitas, jenis layanan yang ada dalam Mal Pelayanan Publik Batam,
Instansi pelaksana Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 tentang
penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik tersebut. Tahapan-tahapan pelaksanaan
Peraturan Menteri PANRB tersebut, serta kendala dan evaluasi selama

penyelengaraan MPP Kota Batam.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis terhadap eksistensi dan
pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No. 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaran Mal Pelayanan Publik
dalam mempermudah proses perizinan di Batam menggunakan teori siyasah
syar’iyah dan teori implementasi kebijakan publik. Analisis dilakukan setelah
memperoleh data-data pendukung penelitian, sehingga mempermudah peneliti

dalam mengungkap fakta penelitian.
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Bab kelima berisi kesimpulan atas analisis penelitian serta saran-saran dari
hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi kajian

peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka
dapat diperoleh kesimpulan bahwa eksistensi Peraturan Menteri PANRB No. 23
Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam telah
sesuai dengan teori siyasah syar’iyah karena menghasilkan manfaat atau
kemaslahatan. Adanya Peraturan Menteri PANRB ini merupakan suatu
pengorganisasian masalah umum yang ada, yakni masalah perizinan yang
dianggap masih rumit dan berbelit. Peraturan Menteri PANRB mengatur
pengurusan dan pengelolaan terkait permasalahan perizinan, dengan menjamin
kemaslahatan atau mencapai tujuan dari peraturan tersebut, yakni dalam rangka
memberikan pelayanan yang mudah, cepat, terjangkau, aman dan nyaman.

Dengan adanya Peraturan Menteri PANRB ini merupakan solusi bagi
integrasinya pelayanan umum baik perizinan maupun non perizinan di Kota
Batam. Dalam kaitannya mengelola dan mengurus urusan daerah, Pemerintah
Kota Batam dapat dikatakan sebagai Pemerintahan yang baik (good governance),
karena prinsip-prinsip dalam good governance telah dilaksanakan, walaupun ada
yang masih belum optimal. Good Governance erat kaitannya dengan teori siyasah
syar’iyah karena pada dasarnya konsep good governance berupa pengaturan dan

pengelolaan yang memberikan kemaslahatan kepada masyarakat dalam hidupnya.

74
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Selain itu, terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB No. 23
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam sudah
dilaksanakan secara baik. Segala tahapan-tahapan dalam teori implementasi
kebijakan publik sudah terpenuhi. Dan dapat dikatakan bahwa implementasi MPP
di Kota Batam berhasil karena memenuhi faktor penentu keberhasilan
implementasi kebijakan publik. Dalam pelaksanaanya menurut teori siyasah
dusturiyah tanfidzhiyah sebagai politik pelaksana perundang-undangan.
Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri PANRB No. 23
Tahun 2017, tersebut telah melaksanakan peraturan Menteri PANRB tersebut
sesuai dengan tujuan maghosidu syari’ah, yaitu dalam rangka pemeliharaan

agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.

B. Saran

Pemerintah Kota Batam sudah dapat dikatakan  berhasil
mengimplementasikan penyelenggaraan MPP di kota Batam dan telah memenuhi
kriteria tata pemerintahan yang baik, namun permasalahannya masih banyak
masyarakat yang belum tahu tentang adanya MPP, walaupun sudah ada sosialisasi
yang dilakukan. Maka dari itu, saran yang diberikan untuk Pemko lebih

memperbanyak sosialisasi terkait adanya MPP.

Selain itu semoga Pemerintah Kota Batam tetap bersikap professional dan
meningkatkan mutu dalam memberikan layanan perizinan dan nonperizinan agar
tercapainya visi Kota Batam dalam meningkatkan daya saing global sebagai
daerah investasi melalui tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan,

akuntabel dan mengayomi.
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LAMPIRAN

A. Dokumen Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 Tentang

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

MENTER!
PENDAYAGUNAAN AFARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan
publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan
Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah/Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta
pada satu tempat,

bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik
yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman,
perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada
Mal Pelayanan Publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Penyelenggaraan Mal
Pelayanan Publik;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun
20016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Berita Negara Tahun 2017 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  APARATUR

NEGARA DAN  REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.



Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah
tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas
penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa
dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan
perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun
daerah, serta pelayvanan Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan
pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan
nyaman.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyvelenggara pelayanan publik.

Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut
Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan
undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan
badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk
kegiatan pelayanan publik.

Organisasi Penyelenggara  Pelayanan Publik yang
selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah
satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada
di lingkungan institusi penyelenggara negara, Kkorporasi,
lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-
undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan
hukum lain yvang dibentuk semata-mata untuk kegiatan
pelayanan publik.

Pelayanan Terpadu Satu Atap adalah pola pelayanan
terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang
meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai
keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu.



Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan
terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang
meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki
keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

. Pelayanan Swasta adalah pelayanan yang mendukung

kelancaran penyelenggaraan MPP.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 2

MPP bertujuan:

a.

memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan,
keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam
mendapatkan pelayanan; dan

. meningkatkan daya saing global dalam memberikan

kemudahan berusaha di Indonesia.

Pasal 3

MPP dilaksanakan dengan prinsip:

(1)

mepaD o

keterpaduan;
berdaya guna;
koordinasi;
akuntabilitas;
aksesibilitas; dan

kenyamanan.

Pasal 4
MPP diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah
yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.



(2)

(1)

(2)

(3)

4

(1)

(2)

Ruang lingkup MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan
dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah
pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.

Pasal 5
Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di
bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
wajib mengikutsertakan pelayanan
Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah lainnya, serta
pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah/swasta.
Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh
Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya,
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah/swasta berdasarkan kesepakatan yang
dituangkan dalam Nota Kesepahaman.
Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama para pihak
dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber
daya, termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan
sarana prasarana/ fasilitas.
Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung
dan sarana prasarana/ fasilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur MPP
dilakukan oleh masing-masing instansi yang memberikan
pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Perbantuan tenaga untuk suatu pelayanan dalam MPP
dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7
Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) menyediakan gedung dan sarana
prasarana/ fasilitas.
Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
atas pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana
prasarana/ fasilitas.
Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah vang
menyelenggarakan tugas dan fungsi di  bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan
ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pihak-
pihak yang tergabung dalam MPP.
para pihak yang tergabung dalam MPP secbagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan publikasi
kepada masyarakat pengguna layanan dalam rangka
pemanfaatan MPP.

Pasal 8

Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi
pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing
instansi yang tergabung dalam MPP yang dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah.

Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi
pelayanan swasta diatur sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang Undangan.

Vi



Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku segala bentuk
perjanjian yang terkait dengan MPP yang dilakukan oleh para
pihak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan
tetap berlaku.

Pasal 10
Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan MPP wajib
berkonsultasi terlebih dahulu kepada menteri.

Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2017

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

d

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1387
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
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B. Dokumen Keputusan Walikota Nomor : KTPS.348/ HK/X/2017

Menimbang

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 t t
enta

PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 348 /HK/ X /2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

KOTA BATAM
WALIKOTA BATAM

bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 135 Tahun 2017 tentang Penetapan
Percontohan Mal Pelayaanan Publik, Nota
Kesepahaman antara Pemerintah Propinsi Kepulauan
Riau, Pemerintah Kota Batam dan Badan pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam Nomor o1 /MOU-KDH—KEPRI/VIII/QO 17,
05/MoU/POD/VIII/2017 dan 1171/SPJ/KA/8/2017
tentang Pembentukan Mal Pelayanan Publik Bidang
Perizinan dan Non Perizinan di Kota Batam serta dalam
rangka meningkatkan pelayanan yang terintegrasi

kepada masyarakat dan untuk mendorong
pertumbuhan investasi yang baik di Kota Batam
di bidang perizinan dan non perizinan, maka
perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Batam;

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undan
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukargl
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hul
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabu tu’
K-arixfnun, Kabupaten Natuna, Kabupaté:n Kupa o
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Nantan
Republik Indonesia Tahun 2008 No SEeA
Tambahan Lembaran Negara Seouliline mor 107,

Nomor 4880); Indonesia

Penanaman Modal (Lembar ng

. a
Indonesia Tahun 2007 Nomnor Ne6g7ara T;eguﬁlik
2 mbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472
4);

VI



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

3. Undang-Undan

g Nomor 25 Tahun 2009 tentang
?ecliayangn Publik  (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam.

Penyelenggara Mal Pelayanan Publik sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Penyelenggara Mal sebagaimana dimaksud pada
diktum KEDUA melaporkan dan bertanggungjawab
kepada Walikota.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 1 Okiober 2017

WALIKOTA BATAM
) ’>.w.“~>‘i‘ ™\ -t s

— .
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C. Dokumen Nota Kesepahaman Nomor 01/ MoU-KDH-KEPRI/VI11/2017,
05/MoU/POD/VI111/2017, 1177/SPJ/KA/8/2017, tentang pembentukan Mal

Pelayanan Publik bidang perizinan dan non perizinan di Kota Batam

-
P .

ANTARA
VINSI xzpuuwg«_,zimu. PEMERINTAH KOTA BATAM
USAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN

PELABUHAN HEBAS BATAM

TENTANO
BENTUKAN MAL PELAYANAN PUBLIK
ERIZINAN DAN NONPERIZINAN Di KOTA BATAM. '

OMOR - 01 /MoU-EDH-KEPRU/ VI 2017 SR }, e
NOMOR 05/ MYU O/ VEIIZ0T 4 28 AT

NOMOR : 3177 7KA /82007 g
mww&.mmwwaw
pat di Kota Batam, yang bertanda tangan di bawah in: -
: . Gubemur d _I(epulau.a m,
Berdasarkan Keputusan Prusiden
Nomor 60/P tahun 2016 tentang
Pengrsahan Pemberhentian  Wakul
e Outtcmur K?pu‘l.-.ucn Riau Masa
- ek _Jabatan Tahun 2016-202) dan
R S19a3 F.ﬁe-ngeuh-n Pengangkatan Oubernur‘
' Keépulauan Riac 8“ Masa Jabatan
.. Tahun 2016-2021, dalam hal ini
bertindak untuk dan ates namns
Pemerintah Kepulauan Riau yang
bermlamat di Puasat Pemerintahan
Provioai Kepulauan Riau lstana Kota
¥ "3




- x 3

(' .
A Y. 18 e
Piring, Gedung Sultan Mahmud Risyn!
& :  Syah, Kota Tanjungpinang, Provinsi
Kepulavan Riau, Indonesia wntuk

selanjutnya disebut sebagai PTHAK

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 131.21-945 Tahur 2016
tentang Pengesahan Pengang<atan
ﬁnj_ikota Batam Masa Jabatan 2016-
2021, dalam hal imi berundak untuk
du: atas nama Femennah Kow
B.am. yang berkedudukan di alamat
lum.or JL Engku Putri Nomor 1 Batam
Center, Kota Batam, Provins:
szvlaunn Rinu, Indonecsia ndu.,..u.,-.
dwebut PIHAK mv& '

5

"

Ke'pah Badan Pengusabaan Kswasan
Petda.gangan Bebas dan Pelabubhan
Bebas Batam, berdasarkan keputusen
&gntm Koordinator Bidang
Perckonomian selaku Ketua Dewan
Kgwasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43
'r&mm 2016 tentang Pemberhentian,
3 Puxe:npnn dan Pengangkatan Kepala,

.,;f,l.-,‘ T = fﬁ'&;f. = Wukn Kepala, dan Anggota Badan

e

) : Pengusahaan Kawasan Perdagangan
: T Bebas dan Pelabuhan Bebas 3atam,
| P gmngrberkedudukan di Jalan Sudirman

i ¥ Nomer 1 Batam Center, 3atam,

! Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia

1 untuk selanjutnya disebut PIHAK

. .2

Xl



. U ; 3 .
e. bah dalnmgnnglu optimalisasi layanan publik yang dilaksanakan
TU, PIHAK rd:’m'n',' dan PIHAK KETIGA di Didarp

m.uyuam pada mu to&aa} lqynnnn:ymg sutin,

Bcduhrknn hal tersebut di a:a"a, PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA
dan PI} GA yang secara befsama-same disebut PARA PIHAK,

umuk rengadakan Nota knb?ahamn tentang Pembentukan Mal
I'claya1an Pubh& di bidang perizinan dan nonperizinan di Kota Batam,
sesuai i dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dmm
mibenkut: IP A

- . b

Puul 1 P o S , {
PENGERTIAN i TR
blik adalgh temp at M publik yang diwlwm
yang dilakukan oxeh Pemerintah  Pusat, Permenmmh
, dan atau pen) elenwm polwm publik lainnya c.nhm

-

ini. B

3 v \

. 5 s o 4

38 LS 5717~ -
| ! M? ot :..

p-h;:rm B as YA .
gka komitmen, kerjasara, dan dgergl antara PARA PIHAX.
m rangks penyediaan, pem.nfaatam dan pensembanm 4 pheosp
and nonpenzinan. '

Xl
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Pu.nl 3 |
RUANG uxcxm’ S A PR

' " s P
\ "i-" 4 2 v

AK ataupun instansi terkait Iamnya, yang dtulcngggrakaa sec;m
magdiri ataupun saling terkait;

I ! Pe: ediaan, gelolaan, dan p&r&nfaatan%kali secarn bertanggung
jaw ‘.b dan berwawasan layanan bersih dan berintegritas;

gkatan ’pwalitas layanan secars berkesinambungan den sesuai
Stefidar Pelayanan yang berlaku;

a’ yediaan, pengelolaan, pcma.n!é.aban fasflitast dan penmm
ajemen pelayanan publik berbasis teknolog informasi,
e grasi dah pemanfastan data dan informast tertentl’ sheam

er $ama; ‘-'f‘ i A
f Perfediaan {dan pengelolaar = su’ﬁbc’ daya manusia dalam

1 oper :étcnggar Mal Pelayanan Puo ik yang disepakati PARA!!BAR.

g. Kegjatan-kegihtan lain yang mwoaxad oleh PARA PIHAK. : A

, ! M : :
 Pelaks. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berlandaskan pada

prinsipiprinsip Kerjasama, keterbukaan informasi publik, transparansd,
- akunts ;:litas. ava guna dan bcr;msﬂ guna sesual ketentuan peratumn
. peruncang-undahgan serta ‘menghormati setfnp keacpahamm meaupun
kesepo atan terkait dengan. ge_lgyagan p}lbh‘}c yang dibuat oleh PARA

PIHAK| : ‘
] 4 ' AU S g .“",',-'-‘ 3 kT
| o opakal 87 TR R TR AR
: TUGAS PARA PTHAK * =
(nH P ‘ dalam kesepakatan ini beriugas sebagai berikut :
.Menyediakan layanan di Mal Pelayanan Publik;

nangrnnya;

X1



| %
c.;l dan memfasﬁitnsi anggaran, pejabat, sisteir dan

-~

£ ber daya lainya dalam penyelenggnmn layanan publik i Mnl
vanayg Publik. e 4

{2y P TU sehku wakil! Pancdmah Pusat mengoordinumk&m

' PIHAK REDUA dan PTHAK KETIGA serta penyelenggara peliyanan

P 1blik hmn"a dalam penymp-m pmgclolm Mnl quonln Publik.

p...j.’s B ' e A

# ‘ PELAKSANAAN KERJA SAMA
{1} Pyaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam

bentuk Perjgnjian Keja Sama dén dalam jangke waktu 10 {sepuluhb)
hri kerja séjak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
(2) Paganjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan
' oéngatur lgbih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanism> kerja
uﬁn. hak|dan kewajiban PARA' PIHAK; dan hal-hal Jain yarg
d pandang geriu;
13) Pv!umuaan’dan penyusunan Perjtnﬁan Kerja Sama sebagumana
d naksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Teknis yang aemauf
dan ditunjuk oleh PARA PIHAK.

ol

PASAL7
PENANGQUNG JAWAB
Nota Kesepahamen ma dllak-amhn oleh PARA PTHAX

wﬂdlwu)dlnya

mg, AsEgal e §en

JANGEA WAKTU S0 i A

_ ini berlaku untuk jangka: mktu &(limﬂ whun,

jak ditandatangani, dan dapat diubah atau diperpanjang
utuai ke tan tertulis PARA PTHAK,

(2) ch; K ini dapat diakhin apabila salah satu atau PARA
Pm melanggar ketentuan sebelum jangka waktu scbasahman.
-0 ud a ayat (1) yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

-
v
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v " ,- . | } ',;n " 4 }
VAR SOl .,’.?Eunuvm
Kesepal jadi tanggung Jmm PARA mu.x.

: mmmm;mnmm

Hal-hal a diatur dan/atau perubehan atas ketentuan-keter tuan
dalam JLta Kesepahaman ini akan dfa:ur lebih lanjut dengan persetujuan
tertulis i PARA| PIHAK dan dituengkan  dalam  tentux

Amndwn/Add im yang mempnkan bagian tidak terpisahka: d.ﬁ

Nota Kt#paham ini.

, : 5 S
wir . CPasalllc o T gt Ll

Nota k?i'oep,ah n ini dibuat den ditandatangani oleh PARA PIHAK

dalam .} (tiga) ap asli bermeterai cukup, mesing-masing untuk PARA

PIHAK dan mempunyai kekuatan huldim yang sama.

7
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D. Halaman Terjemahan

Hal.

Nomor
Footnote

Ayat Al-Qur’an
dan Hadis

Terjemahan Ayat

28

46

Qs. At-Taubah (9):
119

Hai orang-orang yang beriman
bertakwalah kepada Allah, dan
hendaklah kamu bersama orang-
orang yang benar.

26&28

41 & 47

Qs. An-Nisa’ (4): 58

Sesungguhnya Allah  menyuruh
kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya
dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah  memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Mendengar lagi
Maha Melihat

29

48

Qs. Al-Maidah(5); 2

Dan tolong-menolonglah kamu
dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. - Dan bertakwalah
kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat
siksa-Nya.
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E. Surat Permohonan Izin Penelitian

1. Surat Izin Penelitian dari Fakultas

(/\J;:! KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
E_;.}\M) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
\,‘d FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Dlo Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281
Nomor : B-35237/Un.02/DS.1/PG.00/ 72/ 2018 21-12-2018
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Izin Riset
Kepada

Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl.Jend. Sudirman No.05 Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan
Skripsi dengan judul :
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NO. 23 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI BATAM

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Dina Nashiha Putri Akhirani

NIM 5370011

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Semester : Vi

Alamat Asal : JI. Kartini, Perum. BP Batam No. 23 Sei Temiang, Batam

Alamat di Yogyakarta : Sapen Gk.1 No.640 Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta
Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:
1. Mal Pelayanan Publik Kota Batam
2. Pemerintah Kota Batam
Metode pengumpulan data: Wawancara dan observasi
Adapun, waktunya mulai tanggal 07 Januari 2019 s/d 10 Februari 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau’alaikum Wr. Wb.

Tembusan:
- Dekan (sebagai laporan)
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@'}@ KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

E"E’_‘-S) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

"'\:\fJ FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

DIO Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
http://syaniah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

Nomor : B-2¢2//Un.02/DS.1/PG.00/ 72/2018 21-12-2018

Lampiran : 1 (satu) bendel

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada

Yth. Walikota Batam
C.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

di Batam

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan
Skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NO. 23 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI BATAM

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama . : Dina Nashiha Putri Akhirani <

NIM 215370011

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Semester : VI

Alamat Asal :J1. Kartini, Perum. BP Batam No. 23 Sei Temiang, Batam

Alamat di Yogyakarta : Sapen Gk.1 No.640 Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta
Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:
1. Mal Pelayanan Publik Kota Batam
2. Pemerin'tah Kota Batam
Metode pengumpulan data: Wawancara dan observasi
Adapun waktunya mulai tanggal 07 Januari 2019 s/d 10 Februari 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau’alaikum Wr. Wb.

\
Tanda jangan diberi tugas

v~
(.Dinc. Nashihs Bt A )

Tembusan:
- Dekan (sebagai laporan)
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2. Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol

PL"I‘v'.EKlNTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J1. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 26 Desember 2018

Kepada Yth. :
Nomor 1 074/12200/Kesbangpol/2018 Gubernur Kepulauan Riau
Perihal :  Rekomendasi Penelitian Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Kepulauan Riau
di Tanjungpinang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor ¢ B-3631/Un.02/DS.1/PN.00/12/2018

Tanggal : 21 Desember 2018

Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat perinohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan
surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul proposal MMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMAS! BIROKRASI NO.23
TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA
BATAM” kepada:

Nama : DINA NASHIHA PUTRI AKHIRANI
NIV 15870011
No.HP/ldeniitas : 085668308934/2171035610969004
Prodifdurusan :  Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Per.alitian : - Mal Pelayanan Publik Kota Batam
- Pemerintah Daerah Kota Batam
Waktu Prnelitian : 7 Januari 2019 s.¢ 10 F~bruari 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, cinarapkan agar pihak yang terksit dapat
meniberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormau dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2; Tidak dibenarkan melakukan riset/peneliian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud:;

3 Menyerahkan hasil riset/penelitian  kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-
lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.

4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan
surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya
surat rekomendasi ini.

Rekomendasi ljin: Riset/Penelitian ini dinyataian tidak berlaku, a

] ) abila ternyata
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas. 5 o Pamegang

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
H
/&\\“‘" KESBANGPOL DIY

N |
« P2 l;-;-m/\_, Q
(‘: %AKESM 5_ -ﬁi

=

Tembusan disampaikan Kepada Yih :
1. Guberriur DIY (sebagai laporan)

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijjaga;
3. Yang bersangkutan. i
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PEMERINTAH KOTA BATAM

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kantor Bersama, Jalan Raja Isa No. 17 Batam Centre
Telp / Fax : (0778) 470620 Email ; kesbangpolbatam@yahoo.co.id

e ———— ]

Nomor
Lampiran
Perihal

v |

-

\
|
|

Batam, 07 Januari 2019

700/20/Kesbangpol-Rekom/1/2019 Kepada Yth;

1. Kepala Mall Pelayanan Publik

Penyampaian Rekomendasi Penelitian Kota Batam;

2. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu  Satu

Pintu;
3. Badan Pengusahaan Batam (BP)

di - .
Tempat

Menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri
Kalijaga Yogyakarta Nomor: B-3631/Un.02/DS.1/PG.00/12/2018 Tanggal : 21 Desemg';er
2018 Perinal : Permohonan lzin Riset, bersama ini disampaikan Rekomendasi
Penelitian Nomor : 700/19/Kesbangpol-Rekom/I/2019 atas nama Dina Nashiha Putri
Akhirani dengan Judul skripsi “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NO.23

_TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI

KOTA BATAM”. 1]

|
Demikian ~ disampaikan, }untuk dapat ditindaklanjuti dan dipergunakan
sebagaimana mestinya. !

-

PALA BADAN KESBANGPOL
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PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kantor Bersama, Jalan Raja Isa No. 17 Batam Centre
Telp / Fax : (0778) 470620 Email : kesbangpolbatam@yahoo.co.id

REKOMENDAS]|
Nomor : 700/19/Kesbangpol-Rekom/1/2019

Dasar : 1. Peraturan Memeri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penerbitan Rekomendasi Penelitian :

2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Organisasi Tata Kerja Inspektorat. Bappeda, Lembaga Teknis Daerah. Satpol PP
dan lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor S, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Nomor 15) : ‘

3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 02 Tahun 2014 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.

Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta Nomor: B-3631/Un.02/DS.1/PG.00/12/2018 Tanggal : 21 Descmber

! 2018 Perihal : Permohonz‘m 1zin Ris%t

Menimbang Surat dari

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam/memberikan Rekomendasi kepada :

a. Nama ¢ Dina Nashiha Putri Akhirani
b.  NIM/Prodi/PT : 15370011/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
c.. Untuk : 1) Melakukan Penelitian dengan Judul Skripsi “IMPLEMENTASI

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NO.23 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI KOTA BATAM™.

2)  Lokasi Penelitian : | Mal Pelayanan Publik Kota Batam:
2. Dinas Penanaman Modal dan Pclayanan
Terpadu Satu Pintu;

3. BP Batam.

3)  Waktu/Lama Penelitian: 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal
rekomendasi ini dibuat: =

4)  Sebelum melakukan peneljtian. agar melapor kepada Pemerintah

setempat.

|
5)  Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi
Pemerintah setempat.
I

4
Y

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Batam
Pada tanggal ;07 Januari 2019
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F. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersamaan dengan surat ini, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama . ENOT UM

Umur : So ™
Alamat . ROTEDIG. K. ¥ /13 TmM ceNTER
Pekeraan  :_ YNS

Jabatan : -SEIUZ,EWQI‘? OF”W WOTA BW«

Sebagai Responden, menerangkan bahwa :

Nama : Dina Nashiha Putri Akhirani
NIM : 15370011

Prodi/Fakultas: Hukum Tata Negara (Siyasah)/ Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
KalijagaYogyakarta

Judul Skripsi : “Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Batam”

di MPe bataw , untuk melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi

dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ba . s lLNjaM»O\{ 'w(‘j

ENOT FuIMai , Sip-

(Narasumber)
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersamaan dengan surat ini, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama . Mokbammad  \won

Unmur 29 tohun

Alamat . fua Condolmes  Blok % ~o ¢
Pekerjaan P

Jabatan Ceeo\on  Cekeya WELFMEN  (enanmdiimon mg@c/(

Sebagai Responden, menerangkan bahwa :
Nama : Dina Nashiha Putri Akhirani
NIM : 15370011

Prodi/Fakultas: Hukum Tata Negara (Siyasah)/ Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
KalijagaYogyakarta

Judul Skripsi : “Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Batam”

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah mendatangi saya pada tanggal... R.Y.. TR@LYON.. :
di W Bofal | ... untuk melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi

.........................

dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batam, Oy ‘FQQ‘;NW ”ze(j

M. (hlom

(Narasumber)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersamaan dengan surat ini, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : WMA' JIRCETES:
Umur : -
Alamat s éaf“/ Gonde  Blox T Mo 3.
bekeramn+_ Wrmewencim £ ( OPM-PTP)
Jabatan ' ﬂ"/"f .
Sebagai Responden, menerangkan bahwa :
Nama : Dina Nashiha Putri Akhirani
NIM : 15370011

Prodi/Fakultas: Hukum Tata Negara (Siyasah)/ Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
KalijagaYogyakarta

Judul Skripsi : “Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Batam”

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah mendatangi saya pada tanggal.... ... JW,U)(
i | o, MW%M@M», untuk melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi
dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dighnakan sebagaimana mestinya.

¢ Batam, 2 jamcm‘ Uy

(Narasumber)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersamaan dengan surat ini, Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama . j}n ,Q/;

Umur : Y TH

Alamat : 56/17 Kvpf/ Dli 70 Randr §g
Pekerjaan Wile LU';P/\A

Jabatan

Sebagai Responden, menerangkan bahwa :
Nama - Dina Nashiha Putri Akhirani
NIM : 15370011

Prodi/Fakultas: Hukum Tata Negara (Siyasah)/ Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
KalijagaYogyakarta

Judul Skripsi : “Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Batam”

disiss “’F’E‘ batads........ , untuk melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi

dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batam, [b (w0 oto)

(Narasumber)
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersamaan dengan surat ini, saya yang bertandatangan dibawah ini:
Nama MHeda Codia O Aau
Umur * LL Nebran,

Alamat AT \NOTAN Grive Cornol Bz 5,

Pekerjaan  : \Agrigen A PT. EOSor Oaras
Jabatan ; O@w‘&;\“ '

Sebagai Responden, menerangkan bahwa :
Nama . Dina Nashiha Putri Akhirani
NIM : 15370011

Prodi/Fakultas: Hukum Tata Negara (Siyasah)/ Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
KalijagaYogyakarta

Judul Skripsi : “Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Batam”

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah mendatangi saya pada tanggal‘j\ Fabegant 1o\

di....[7NOR, A untuk melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi

dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 6u -ﬁgmw‘ Lo

HADA FADIL LA

(Narasumber)
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersamaan dengan sura ni, saya yang bertandatangan dibewah in:
Nems AKX Fisra panssyy
Umur ;_2! 3
Alamat . Paint Bok U
Pekerjaan  :_ Gyaé  Makar's

Jabatan ;"
Sebagai Responden, mencrangkan bahwa -
Nama  Dina Nashiha Putri Akhirani
NIM : 15370011

Prodi/Fakultas: Hukum Tata Negara (Stymsah) Syari'sh dan Hukum UIN Sunan
KaliyjagaYogyakana

Judul Sknpsi :~|-ﬂmum.wmmw.\m
ﬁl%mdlutndhl!l’hunlm
Penyclenggaraan Mal Pclayanan Publik di Batam™

Mahasiswa yang bersanghutan benar iclah mendatang) saya pads tnggal 7 Jons ans Jllﬂ
dlMFP ....... - untuk melakukan wawancars guns mendapatkan data dan informasi
dalam rangka penyusunan sknps: schaga: tugas akhur kuliah

WM“WHM“MWW u {

Batam, 0 fawsev Loty
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G. Lembar Pertanyaan dan Jawaban

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu

(SK : Sekretaris DPMPTSP)

1. Mengenai Pelaksanaan Peraturan Menteri PAN RB No.23 Tahun 2017

2.

Tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Adakah Surat Edaran
atau payung hukumnya untuk melaksanaan Mal Pelayanan Publik di
Batam?

SK: Ada, Jadi ada payung hukum untuk pelaksanaan Mal Pelayanan
Publik. Berupa Keputusan Menteri PANRB tentang Penetapan
Percontohan Mal Pelayanan Publik, dan sebagai pelaksaannya di
Batam di perkuat melalui Keputusan Walikota, saya ngga hapal nomor
pastinya, nanti bisa saya emailkan.

Bagaimana Tahapan Realisasinya? mulai di bahas di internal
pemerintahan kota Batam sampai pada launching MPP?

SK: Jadi awalnya gini ya, sebenarnya awalnya itu, latarbelakangnya
gini, Menpan kita yang lama pak Asman Abnur itu, tau yaa, itukan
pernah jadi mantan wakil walikota Batam,jadi beliau berasal dari
Batam, beliau sering berkunjung juga. Dulu juga di gedung sumatera ini
memang sudah ada perizinan juga, BP sendiri , Pemko Batam sendiri.
Nah pada saat itu beliau melihat ada rasa ini, antara Pemerintah Kota
Batam dan Badan Pengusahaan Batam kog terpisah gitu loh, akhirnya
beliau ngobrol-ngobrol , dalam satu gedung tapi kog gak bersatu kata
beliau. Jadi dia ingin dalam satu gedung itu tetap menyatu betul-betul
menyatu. Di tambah dengan instansi-instansi lain, itu lebih bagus,
kordinasikan lah dengan pejabat-pejabat yang ada. Sewaktu bincang-
bincang itu, usul kalo gedung sumatera itu udah lama gak di pake, lagi
pula gedung sumatera ini kan gedung yang untuk tempat promosi,
gedung tempat gubernur-gubernur sesumatera. Bagus , beliau dukung
aja, coba pokoknya dalam tahun ini, sekitar 2017, selsesaikanlah.

Sekitar bulan juni Itu lah bermula ide pemikiran untuk
penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Nah setelah perintah tersebut
kita langsung rapat mengundang instansi-instansi vertikal, kalo Pemko
sama BP kan udah jelas, instansi vertikal itu seperti BPN , Beacukali,
PLN, dan lainnya yang memang instansi itu sentral pelayanan. Namun
beberapa instansi berpendapat gak perlu lah di satukan gitu, ngapain.
Kita kan udah bisa ngelayani masyarakat dengan baik, jadi ga perlu
gitu. Lalu lapor kepada Menteri PANRB tersebut, dan tanggapannya
memang harus di paksakan. Siapa yang gak mau, lapor langsung ke
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Jakarta, intansi vertikal mana yang gak mau. Nah kurang lebih 6 bulan
kita menyatukan instansi-instansi terkait.

Untuk Prosedur Pelaksanaan MPP Batam?

SK: Kalo membangun ini sendiri, fisiknya cuman 68 Hari. Jadi waktu itu
desember 2017, kloplah , launching, setelah launcing langsung di
operasikan , walaupun belum sempat diresmikan, karena waktu itu
rencana, pak jokowi langsung yang akan meresemikan, karena termasuk
program nawacitanya jokowi, tapi karena kendala waktu itu apa ya, Ada
KTT di timur tengah. Akhirnya belum sempat di resmikan pada 2017.
Akhirnya pada September 2018 , setelah menteri PAN RB baru di lantik,
beliau meresmikan MPP Batam.

Instansi Penyelenggara MPP selain DPMPTSP?

SK: Kita bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
juga dengan Badan Pengusahaan Batam dengan Penandatanganan MoU
penyelenggaraan MPP Batam.

. Terkait Instansi yang tergabung dalam MPP, bagaimana system
bergabungnya?

SK: ya, semua yang tergabung dalam ini, karena instruksi untuk
bergabung dan memang payung hukumnya di buat lah ya, untuk dasar
hukumnya.

Dalam Pemanfaatan tempat di dalam MPP ini, sistemnya menyewa atau
bagaimana?

SK: Ya, untuk gedung ini memang menyewa, karena disini ini, di gedung
ini ada pihak ketiga, sebenernya gedung ini sendiri milik provinsi Riau,
nah karena tadinya Provinsi Riau sendiri telah mengadakan MoU dengan
pihak ketiga ini, namanya PT 911, karena dia sudah ada MoU dan
sifatnya pemerintah ke pemerintah ga boleh nyewa, seperti Pemerintah
provinsi Kepri menyewa kepada pemerintah Provinsi Riau, ga boleh. Jadi
pemerintah provinsi Kepri menyewa kepada pihak ketiga, Swasta tadi
tapi dengan MoU. Dan begitu juga semua instansi-instansi yang ada
disini mereka mengadakan MoU masing-masing dengan pihak ketiga
tadi. Nah itu ya.

Untuk Jenis Layanannya di MPP ini pak?
SK: Layanannya kita sekarang produk pelayanan ini dari seluruh produk
yang dihasilkan ya, sejak awal ada 427, tapi terus bertambah

Untuk struktur organisasi di MPP ada pak?

SK: untuk saat ini kita masih pakai struktur DPMPTSP sebgai
penyelenggaraanya. Nanti untuk MPP masih dalam pembuatan
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9.

10.

11.

1.

Anggaran yang habis dalam penyelenggaraan MPP ini ?

SK: Kalo pihak ketiga itu ya, dengar dengar habis 12-13 M, nah kalo
dari kita kan kita sewa sama pihak ke tiga, walaupun kita sewa kita minta
designnya seperti ini, jadi kita pake konsultan, kenapa design seperti ini,
ini sebenarnya mengadopsi design dari Mal Pelayanan Publik di Georgia
Eropa, jadi Georgia itu, nilai untuk pelayanan terbaik kedua se-dunia,
jadi design seperti ini juga di padukan dengan bentuk payung madinah,
jadi kita yang tentukan designnya.

Bagaimana Pengawasan di MPP Batam ini sendiri ?

SK: Nah untuk koordinator pelaksana MPP ini kan dilaksanakan oleh
DPMTSP sendiri, ada CCTV yang mengawasi juga ada, meja pengaduan
nih. Nah misalnya ada pelayanan yang gak baik nih, kita terima
pengaduan, baru nanti kita surati pimpinannya , juga ada yang kurang
dalam conter pelayanannya, misaalnya kursi atau tidak ada petugas yang
menjaga, bisa di foto di serahkan ke kami. Nanti di tegur dan di proses.

Bagaimana Evaluasi Selama 2 tahun Pengoperasian,?

SK: Selama 2 tahun ini, kita sudah banyak mendapat penghargaan, bisa
di lihat di belakang saya salah satunya Penghargaan dari Menteri
PANRB sebagai Role Model Pelayanan Publik Kategori A dan lain
sebagainya.

(KDatin : Kepala Data dan Informasi DPMPTSP)

Bagaimana terkait satuan operational prosedur (SOP) MPP? Seperti
perawatan pengawasan koordinator dan lainnya

KDatin : untuk dokumen resminya kita belum ada, tapi secara umum,
kaya perawatan gedung MPP masuk ke sewa, jadi yang tanggung jawab
pengelola gedung, termasuk cleaning service, kebersihan, Ac dsb,. Kalo
untuk pengamanan masing-masing ada, kaya dari gedung ada satpam
gedung, kalo dari Pemko ada Satpol PP, kalo dari BP ada Ditpam, tapi
untuk tanggung jawab keseluruhan ya pihak gedung, karna itu masuk ke
biaya sewa. Kalo koordinator kita gak ada dokumen resminya, siapa
yang jadi koordinator, cuman karna DPMPTSP yang inisiatornya, ha
jadi beberapa pihak menganggap kalo DPMPTSP koorditarornya,
padahal belum ada dokumen resminya, karena kita pernah di periksa
BPK, menganggap menjadi koordinator tapi ga ada dokumennnya. Jadi
masih secara lisan aja, secara dokumennya belum ada. Ini nunggu dari
Kemenpan, buat permen atau kepmen mengenai struktur dan SOP di
MPP, itu berlaku sama seluruhnya, baru rancangan.

Terkait kerjasama penyelenggaraan MPP, seperti apa peran BP Batam?

KDatin : Kalo peran, kita berbagi peran di penyewaan, BP menanggung
beberapa instansi kita juga menanggung beberapa instansi, kalo yang
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kami tanggung dari Kejaksaan samapai ke VVIP, kalo yang ditanggung
BP dari Kepolisian, Imigrasi sampe klinik berusaha.

3. Bagaimana struktur organisasi dalam MPP?
KDatin : Belum ada dokumen resminya, karena kita pernah di periksa
BPK, menganggap menjadi koordinator tapi ga ada dokumennnya. Jadi
masih secara lisan aja.

4. Sistem penyewaan instansi vertikal?
KDatin : system penyewaannya, per m? langsung ke pengelola gedung,
jadi pihak swasta yang mengelola gedung kita bayar ke pengelola. Biaya
sewanya pertahun.

5. Dari DPMPTSP sendiri, biaya sewa yang dikeluarkan?
KDatin : Kami pertahun, sekitar 5 M, BP sekitar segitu juga, karna luas
nya hampir sama.

6. Selama hampir 2 tahun beroperasi, evaluasi dari MPP?
KDatin: mungkin penambahan-penambahan fasilitas, seperti yang
terbaru kliknik Layanan milik BP Batam,

7. Kendala pengoperasian?
KDatin : lebih ke komunikasi sih, komunikasi ke pihak gedungnya, kaya
perawatan, kita udah bayar sewa cuman kadang Ac ada yang belum
hidup.
(SM: Staf Mandiri DPMPTSP)

1. Tahapan Penyelenggaraan MPP?

SM : dalam penyelenggaraan MPP kami DPMPTSP sebagai pelaksana,
dengan melalui beberapa tahap, vyaitu tahap persiapan, tahap
pembahasan dan tahap pelaksanaan. Selain DPMPTSP juga ada BP
Batam sebagai pelaksana, terlihatkan, kenapa di gedung ini ada 2
bundaran tempat pelayanan yang besar diantara yang lainnya, karena 2
tempat itu satu milik Pemko Batam dan satunya milik BP Batam, memang
di Batam berbeda dengan daerah lainya. Batam seperti memiliki 2
pemerintahan satu Pemko Batam dan satu lagi BP Batam, yang sama-
sama melayani perizinan maupun non perizinanan. Yang sama-sama
mempunyai tujuan untuk memajukan investasi di kota Batam.

2. Tahapan Sosialisasi MPP di masyarakat?
SM: untuk sosialisasi ke masyarakat kita pake videotron- videotron yang
ada di jalan-jalan, kita minta bantuan dari samsat juga. Juga daerah
sekitaran sini kita beri spanduk- spanduk yang menggambarkan MPP,
terlihat sebelum masuk ke kawasan MPP ini kan.

3. Kendala dalam penyelenggaraan?
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SM : Mungkin kendala yang ada, lebih banyak di awal dalam tahap
menyamakan persepsi untuk membentuk MPP, semula beberapa instansi
menolak dalam penggabungan 1 gedung pelayanan. Namun setelah di
paksakan oleh pusat baru, sama persepsinya. Untuk kesini, secara teknis
alhamulillah saya belum temui kendala-kendala yang serius.

4. Untuk konter-konter yang ada di MPP ini disediakan DPMPTSP atau
instansi terkait?
SM : kita yah menyediakan kursi, dan tempatnya, tetapi untuk instansi
terkait ada yang membawa sendiri sebgai tambahan seperti contohnya,
layanan dari Telkom , kursi panjang merah tersebut mereka mebawa
sendiri, serta ornamen-ornamennya yang menghiasi konter tersebut.

2. Wawancara dengan Pengunjung MPP

Amri : Pengunjung A
Radix : Pengunjung B
Nada : Pengunjung C

1. Sedang mengurus apa di MPP?
A : Saya sedang nemanin isteri ngurus surat izin bidan,
B : Saya sama teman saya ini habis ngurus sertifikat tanah di BPN
C : lagi perpanjang paspor

2. Tau MPP dari mana?
A : Ini isteri saya, diarahkan awalnya kan ke puskesmas, terus di arahkan
selanjutnya ke sini
B : Kan kami kerja di kantor notaris, sebagai staf notaris, jadi bapak yang
nyuruh kesini langsung, d MPP Batam centre
C : Saya tau dari teman,

3. Sudah berapa kali ke MPP ?
A : Saya sama isteri baru kali ini, soalnya kan ini katanya baru juga
adanya.
B : Kalo saya sama teman saya ini sering kesini, hampir tiap hari.
Soalnya ngurus keperluan yang dibutuhkan di kantor notaris tersebut.
C : Barukali ini sih kesini

4. Apa pendapat pengujung dengan adanya MPP ini?
A : kalau yang saya lihat ya, bagus MPP ini, semua sekarang bisa diurus
di satu gedung ga perlu bolak balek lagi, juga mempermudah jadinya,
disini juga fasilitasnya memadai, kaya saya jadi ga bosan nunggu isteri
saya, sambil jaga anak saya yang lagi main di pemandian bola ini, saya
bisa baca-baca di perpustakaan mini ini yang juga bersampingan dengan
tempat bermain anak.
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B : Bagus sih, kami gak perlu jauh lagi ke kantor pusat BPN nya, cukup ke
MPP ini yang jaraknya lebih dekat dari kantor notaris kami. Jadi yah
meringankan, juga suasananya yang pas dan mendukung, nyaman, dan
enak di pandang.

C : lebih nyaman yang saya rasakan, soalnya lebih luang tempatnya, kalo
lansung ke kantor imigrasi perpanjang paspornya lebih rame, tempat
duduknya padat, kadang ada yang ga dapat tempat duduk.

H. Foto Dokumentasi Penelitian

Foto 0.1

Dokumentasi Foto Bersama Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Foto 0.2

Dokumentasi Foto Bersama Kepala Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
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Foto 0.3

Dokumentasi Foto Bersama Staf layanan Mandiri Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Foto 0.4
Dokumentasi Foto Bersama Staf Bag.Hukum dan Setdako Pemerintah
Kota Batam
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Foto 0.5
Foto Dokumentasi Bersama Pengunjung MPP
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Foto 0.6

Dokumentasi MPP Kota Batam
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